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Mengingat : L Undang-Undang NomoI' 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima eli Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4188);

2, Undang-Undang Nomor 23 ranun 2006 rentang Admimstrasl
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nornor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI' 4676) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten lang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negare Republik Indonesia Nomor 5475);

3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2019
teruang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun
20 U tentang Pernberuukan Peraturan Perundang-undangan
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20[4 Nornor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagalmana relab diuban beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

I(/l&-V

Menimbang : bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (I) dan
ayat {2} Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
ten tang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adar
Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kernasyarakatan Kelurahan;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA gSA

WAL1KO'fA BIMA,

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAOA KEMA$YARAKATAN KELURAHAN

TI>NTANO

PERATURAN W,\LlKOTA BIMA
NOMOR h TAHUN 2021

WALIKOTA BIMA
PROVINSJNUSA TI>NQOARA BARAT



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
I. Daerah adalah KOla Bima.
2. Pemerintah Daerab adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang meojadi kewenaugan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kecamatan adatah WiJayab keria Carnal sebagai Perangkat Daerah Kota

Sima.
5. cama; adalah Carnat di Wilayah Kota Bima.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagal Perangkat

Kecamatan di Kota Bima.
7. Lurah adalah Lurah di WilayaJ, Kola Bima.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK

adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah
Kelurahan, i.kut serta dalam perencanaen, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

9. Ruk.un Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah dalam wilayah Rl' setempat dalam rangka
pelayanan pernerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Carnat.

10. Ruktln Warga yang selanjutnya disingkat RW adatah Lernbaga yang
dibentuk melalui musyawa.rah masyarakat dalam wilayah RW setempat
dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleb Carnal.

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan: PERATURAN W,IL1KOTA TENTANG PEDOMAN P8MBENTUI<AN
1,t;;MBAGA KEMASYARAI<ATAN K8LURAHAN.

MEMUTUSKAN,

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras!
Pemerirrtaharr [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 249, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601):

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573):

7. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah dtubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraluran Mcntcri
Dalam Negeri Nomor SO Tahun 2015 tentang Pernbentukan
Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2018 tentang
Kecamaran [Lernbaran Negara Repu blik lndcnesia Tahun
2018 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lernbaga Ada.
De.. (l3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);



(I) Pcmbentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan
kepastianhukum terhadappembcntukan dan penetapan LI(K.

(2) Pembeniuka.n Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamln
kelancaran petakeanaan pernilihan pengurus LKK serta memberikan
pedoman ten tang pcrnbinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK
sehlngga mempercepat peningkaran kesejahteraan masyarakat melaJui
peningkatan peran serta maayanakat daJam pembangunan.

Pasal 2

II. remberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjUmyR disfngkat PKK
adalah Pemberdayaan Ke:sc;jahteraan Keluarga. dIKelurahan

12 Karang Taruna adalah Karang Taruna yang' ada di Kelumhan.
13.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adaJah Po.

Pel!\yanan Terpadu di Kelurahan
14. tembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkRt LPM

adaJah tembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa rnasyarakat
sebagai rnitra Pernerintah I<elurahan daJam menampung dan mewujudkan
asplr-asi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

15. Kelompok Masyarakal yang selanjutnya disebut Pokmas adalah Lembaga
atau wadah yang dibentuk ala. prakarsa masyarakat sebagai rnitra
Pemerinrah dalarn menjujankan kegiatan swakelola upe IV.

16.Kopala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang
bertanggung jawab dalam suatu keluarga,

17. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di KOla Bima.

18.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain )'ong disahkan dengan undang-undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

19. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok pcnduduk sebagai
lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.

20. Pemecahan adaJah kegiatan membagi ketembagaan Kemasyarakatan dl
Kelurahan menjadi dua atau lebrh.

21. Penggabungan adalah penyaruan kelembagaan Kemasyarakatan di
Kelurahan.

22. Pembinaan adaJab Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian. pengembangan. bimbingan. pendidikan dan
petatihan, konsultasi, supervtst, monitoring. pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan,

23. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
penarakelolaan lembaga kemasyarakatan beJjaJan secara eflsien dan efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Pertemuan warga adalah kegiatan perternuan yang dlhadiri warga untuk
membahas permasalahan rertenru atau untuk metaksanakan kegiatan
tcrtentu dalam suasana kckelurgaan dan kcgotongroyongan.

25. Pengurus adaJab Pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang
terdlri dan Ketua. Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang sesuai
kebutuhan organisasi.



(I) Musyawarah sebagaimena dimaksud dalam Pasal 5 mehoatkan wakil
masyarakat yang terdiri dan pen gurus RT, RW dan Pcmuka masyarakat
sctempat yang jumlahnya tidak kurang dan 1/3 [sepertiga] dan jumlab
KKyang ada dalam wilayah setempat.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan
daJam Berita Acara Mus,}la\varab yang ditandatangani oleh peserta
musyawarah yang hadir.

Pasa! 6

(I) Untuk pembentukan RT terdiri dan paling sedikit 30 (tiga puluh) I{!{
dalam satu cakupan witayah tertentu dan paling banyak tetap
mernpertimbangkan kondisi wila,yah dan didasari atas musyawarah
masyarakat setempat dan dikonsultasikan kepada Lurah.

(2) Untuk pernbentukan RW terdiri dan paling sedikit 2 (dua) RT dalam satu
cakupan witeyeb tertentu dan paling banyak terap mempertimbangkan
kondisi wilayah dan didasari atas musyawarah masyarakat setempat dan
dikonsultasikan kepada Lurah.

(3) Untck pembemukan PKK, Karang 'Taruna, Posyandu, LPM, Pokmas dan
LKK lainnya yang dibutuhkan, dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dengan mempertirobangkan kondisi wilayah dan
dikonsultasikan kepada Lurah,

Paeal 5

(1) Di ungkat Kelurahan dibentuk LKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat
yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud parla ayat (I) dapat berupa
penggabungan beberapa atau bagian LKK yang bersandingan ateu
pemecahan dari satu LKK menjadi dua LKK atau lebih.

(3) Pembentukan LKKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh carnal melalui
ruusyawarah dan rnufakat.

Pasa14

BAB III
PEMBENTUKAN, PEMECAHANDAN PENOOABUNOAN

(1) .Jenis LI{!{ paling sedikit meliputi:
a. RT;
b. RW;
c. PKK;
d. Karang Taruna;
e. Posyandu;
f. lPM; dan
g. Pokmas.

(2) Pemerintah Kecamalan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain
sebagarmana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan WaJikota inL

Pasal3

BAB II
,JENIS LKK



(I) Syarat menjadi pengurus RT adalah:
a. Warga Negara Indonesia:
b. penduduk RTseternpat;
c. umur minimal 20 Tabun:
d. pendidikan minimal Sekolah Dasar (SO) atau sederajat;
e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian: dan
f. setia kepada Pancaaila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945.
(21 Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (II terlebib dabulu

dlvertrikasi oteh Panitin Pemilihan pada saar calon
mengajukanymendaftar sebaga, eaton pengurus.

(3) Kepengurusan RT mendapatkan insentif yang besarannya ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(41 Untuk mendapatkan !nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
pengurus RT harus melaporkan kinerja bulanannya kepada Carnat
metalui Lurah paling lam bat tanggal 5 bulan berikutnya.

{51 DaIam hal pengurue RT adak melaporkan kincrja bulanannya
sebagaimana dimaksud pada arat (4). maka Lorah dan/atau Camat dapat
menunda pembayaran insentif iersebut dan memberika» sura, teguran
kepada pengurus RT.

Pasal LO

Bagian Kesatu
RT

BABIV
SYARAT KEPENGURUSAN

(II Camat menyampaikan laporan pengesahan Keputusan Camal tentang
Pembentukan, Pemecahan dan/arau Penggabungan LKK kepada Watikota
melalui Bagian yang rnelaksanakan Urusan Pernerintahan Urnum.

(2) Lapomn pengesahan scbagaimana dimaksud pada ayal (I) dilampirkan
dengan Berita Acara MusyalVamh tentang Pernbentukan, Pernecahan
dan/atau Penggabungan LKK.

Pnsal9

Berdasarkan Berita Acara Musyawamh sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6
aya. (2). Camet menetapkan Pembentukan, Pemeeahan dan/atau
Penggabungan LKK yang bersangkutan dengan Keputusan cama t,

(I) Melalui musyawarah sebagairnana dlmaksud dalam Paoal 6, LKKdaJam
saw Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dual atau lebih atau digabung,

(2) Pemecahan atau penggabunga» LKKsebagaimana dimaksud pada ayat (I)
hanya dapat dilakukan dcngan syarat sebagaimana ketenruan daJam
Paw S.

(3) Seta in syarar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pernecahan atau
penggabungan LKK harus mempcrtimbangkan pu 18 keadaan geografis
dan urgensi pemecahan atau penggabungan LKK yang bersangkutan.

Pasal 8

Paw 7



syarat-syarar menjadi pcngurus Karang Taruna adalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. penduduk Kclurahan seternpat;
e. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)atau sederajat;
d. umur minimal 251'ahun;
e. mernpunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
f. setia kepada Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945.
(2) syarat-syarar sebagatmana dimaksud pada ayat (J) tel'lebih dahulu

diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat eaton
mengajukan/rnendaftar sebagai eaton pcngurus.

(I)

Pasal 13

Bagian Keempat
Karang Taruna

(I) Syarat-syarat menjadi pengurus PKKadalah:
a. IVarga Negara Indoneaia,
b. penduduk Kclurahan sctempat:
c. pendidikan minimal SekoJah Menengah Atas (SMA)atau sederajat;
d. umur minimal 25 Tahun;
e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian: dan
r. seua 'kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tabun 1945.
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebill dahulu

diveriflkasi oleh panitia pemilihan pacta saat cajon
mengajukarr/mendaftar eebagaicaJon pengurus,

PasaJ 12

Bagian Ketiga
PKK

(11 Syarat-eyarat menjadi pengurus RWadalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. penduduk RW setempat;
c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertarna (SMP) atau sederajat;
d. umur minimal 22 Tahun;
e. mempunyai kemauan, kernampuan dan kepedulian: dan
r. setia kepada Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945.
(2) Syarat-syarat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) teriebih dahulu di

verifikasi oleh Panitia Pemilihan pada saat eaton mengajukan/mendaftar
sebagai calon pengurus,

(3) Kepengurusan RW mendapatkan insenti! yang besarannya ditetapkan
dengan Keputusan lVaiikota.

(4) Untuk mendapatkan insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (3),
pengurus RW harus melaporkan kinerja bulanannya kcpada Camat
melalui LUTahpaling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(5) Dalam hal pengurus RW tidak melaporkan kinerja bulanannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan/atau Carnat dapat
menunda pembayaran insentif tersebut dan rnemberikan surar teguran
kepada pengurus RW.

Pasal II

Bagian Kedua
RW



(I) Syarat·syarat meniadi pengurus LPMadalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. penduduk Kelurahan set.empat;
c. pendidikan minimal Sekclah Mcnengah Atas (SMA)atau sederajat;
d. umur minimal 25 Tahun;
e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepeduJian; dan
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tahun 1945.
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertebih dahulu

diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat calon mengajukan/mendaftar
sebagai eaton pengurus.

(3) Kepengurusan L-PMmendapatkan insentit yang besarannya ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(4) Untuk rnendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengurus LPM harus melaporkan kinerja bulanannya kepada Carnat
melalui Lurah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(5) Dalam hal pengurus LPM tidak melaporkan kinerja bulanannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan atau Carnal dapat
menunda pembayaran insentif tersebut dan memberikan surat. teguran
kepada pengurus L-PM.

Pasal 15

Bagian Keenam
LPM

(1) Syarat-syaratmenjadi pengurus Posyandu adaJah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. penduduk Kelurahan setempat,
c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)atau sederaiat:
d. urnur minimal 25 Tahun;
e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian: dan
f. setia kepada Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik

Indonesia Tab un 1945.
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dabulu

diverifikasi oleh panitia pemilihan pada saat eaton
rnengajukan/mendaftar sebagai calon pengurus.

(3) Kepengurusan Posyandu mendapatkan insentif yang besarannya
dttetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

(4) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pengurus Posyandu harus melaporkan kinerja bulanannya kepada camar
melalui Lurah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(5) Dalam hal pengurus Posyandu tidak melaporkan kinerja bulanannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lurah dan/arau Cama t dapat
menunda pembayaran inserrtif tersebut dan rnernberikan surat teguran
kepada pengurus Posyandu.

Pasall4

Bagian Kelima
Posyandu



Pasal19

(I) Panir.ia pemlllhan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 18. menetapkao
tata cara pemilihan Ketua LKKdan melal<sanakan pemilihan secara jujur,
adil dan tidak mernihak.

(2) Tala car. pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya meLiputi :
U. tara cara pendaftaran atau penentuan pemllih:
b. tala cara pencalonan,
c. lata cara pemiLihan atau pembertan SUM"; dan
d. lata cam penghitungan dan penentuan cajon tcrpilih.

Pemilihan LKK dilaksanakan secara demokratls oleh warga seternpat yang
difasiljtasi olth Panitia Pemilihan yang diusulkan oLeh Lurah untuk ditetapkan
dengan Ktpulusan Camat, yang terdiri dan:
II. pejabat di Kelurahan atau tokoh rnasyarakat setempat yang ditunjuk

sebagai ketua;
b. lokoh pemuda atau tokoh wamta sebagai sekretans; dan
c. beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan beJjumJah ganjil

dengan jumlah antara 5 (lima) sampai dengan 7 (Iujuh) orang.

Pasal L8

BAB V
TATA CARA Pt;;MILJHAN

Semua pengUNS LKK yang telah terbenruk, untuk membuat pakta integritas
yang menyatakan bahwa bersedia untuk menyukseskan program Pemerintah
Daerah.

Pasal 17

(I) Syaral-syarat menjadi pengurus Pokmas adal ..h:
a. \Varga Negara Indonesia;
b. penduduk Kelurahan setempar;
c. pendidikan minimal Sekolab Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
d. Um1Jr minimal 20 Tabun;
e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
f. setia kepada PancasiJa dan Undang-Undang Dasar Negeli Republik

Indonesia 'l'ahun 1945.
(2) Synrlll-syorm sebageomana dimaksud pada ayBl (I) terlebih dabulu

diverifikasi oteh Lurah dan LPM pada saat caton mengajukanyrnendaftar
sebagat eaton pengurus.

(3) Hasi1verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayBI (2) diajukan oLeh Lurah
kepada Carnat untuk disahkao dengan xepurusan Carnal.

(4) Seliap Kelurahan hanya dapat mernbentuk L [satu] Pokmas dengan
mempenimbangkan keterwakiJan maeyarakar pacta uap lingkungan
sesuai dengan keburuhan pekeJjaan.

Pasal 16

Bagian kerujuh
Pckm as



II) Pengurus l-KK mernegang jabatan eelama 5 (lima) tahun rerhitung sejak
tanggal ditetapkan.

(2) Pcngurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling
banyak 2 (dua) kali rnasa jnbatan secara berturut-turut atau tidak secara
benu rut-turut,

(3) Pengurus LKKdilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang
menjadi anggola salah lIQ[U panni politik.

Pasal24

BAB VI
PERIODISASI KEPENGURUSAN

(I) Calon Ketua Ierpilih dan Panlua PemiJihan mcnyampaikan Susunan
pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (2) kepada Camat
melalui Lurah untuk diretapkan sebagai pengurus I.KK dengan
Keputusan Carnat.

(2) Keputusan carnal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kopada Bagian yang
melaksanakan Urusan Pernerintahan Umum sejarnbat-tambatnya 7
(tujuhJ hari setelah ditetapkan.

(I) xetua l.KK terpilih dlbaniu oleb Panitia PemiHhan, membentuk atau
melengkapi personil pengurus selarnbat-Iambatnya 3 (tiga) hari setelah
ditetapkan eaton ketu a terpilih.

(2) Susunan pengurus LKKterdiri dan:
a. kerua;
b. sekretaris:
c. bendahara: dan
d. bidang-bidang atau seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan orga.nisasi.

Pasal23

Pasal 22

(I) Berdasarkan basil pcmttihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Panitia Pemilihan rnenetapkan calon terpilih berdasarkan suara
terbanyak.

(2) Hasil pemilihan ya.ng ditetapkan oleh panitia pemilihnn beserta dokumen
pendukung lainnya, oegera disampaikan olch Panitia Pemilihan kepada
Carnat melalui Lurah IICtelah selesai pemilihan atau selambat-lambatnya
I (saw) han setelah selesai pemllihan.

Pasa] 21

(I) Calon kerua dan pengurus LKKharus memenuhi persyaratan yang diatur
daJam Peraruran Walikota ini.

(2) Calon ketua L,KKditetapkan oleh Panitia Pemihhan setelah memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagarmana dimaksud pada AY81(1)_

Pasal20



d. Bidang Hubungan rnasyarakat dan Pendanaan Masyarakat
mernpunyai tugas :
1, membantu warga daJam pengurusan. administrasi (Kartu Taoda

Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK dill;
2. sosialisasi menghindari tindakan kejahatan di fingkungan RT/RW

seperti pencunan, ataupun upaya perampokan (edaran warga oleh
seksi kearnanan];

3. pendataan warga uangka Panjang) dlsertai juga dengan jents
pekerjaanj'profesi, hob; dan lainnya, juga usia dan hobi anak­
anak;

4. melakukan pendataan rurnah-rumah kosong (mencari tahu
pemiliknya), ini berkaltan dengan iuran bulanan untuk keamanan
dan kcbersihan warga RT/RW.

5. rnengolah dan meningkatkan sumber dana dan warga;
6. pendataan tingkat ekonorni warga:
7. penearian dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentaJ;
8. melal<sanakan tugas lain yang diberikan oleh xenia.

e. Bidang Keagamaan, Sosiai, Budeya, Pcmuda dan Olahraga
mempunyai cugas :
J. mclaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha

pernbinaan atau pelestarian kescnian dan kebudayaan yang
rumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan prestasi
olahraga;

(11 Urusan yang menjadi Tugas RT dan RW
a. Ketua mempunyai ruga. :

I. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah:

2. memelihara kerukunan hidup warga;
3. menyusun rencana dan melaksanakan Pembangunan dengan

mengembangkan aspil'asi dan swadaya murni masyarakat;
4. pengoordinasian antar warga;
5. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antarsesama dan

anta.rmasyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
6. penanganan masalah-rnasalah kemasyaral<atan yang dihadapi

warga
b. Sekretaris mempunyai tugas :

t. menyelenggarakan adrninistrasi surat menyurat kearsipan,
pendataan clan Penyusunan Laporan serta memberikan saran dan
pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan
RT/RW;

2. rnelaksanakan rugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
dan

3. melaksanakan rugas dan Iungsi Ketua apabila Ketua berhaJangan.
c. Bendahara mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan Pengelolaan administrasl Keuangan RT/RW
termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak:

2. pengeiolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
keuangan RT/ RW;

3. penyelenggaraanPcncatatan, pembukuan, penyusunan laporan
Keuangan dan penyimpanan uang; dan

4. pencatatan Kekayaan yang dimiliki.
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BAB VII
URUSAN YANG MI':NJADI TUGAS RT DAN RW



2. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program
bantuan sosial dan usana-usaha untuk meningkatkan kegiatan
ketrampilan pemuda atau generasi di masyarakat:

3. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara
perkumpulan sosial di masyarakat;

4. melaksanakan kegiatan unruk mcmbantu program Pemerintah
dalam bidang penangguJangan kenakalan remaja dan
mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus
sek.olab;

5. melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh Ketua yang
berkaitan langsung dengan tugas bidang sosial, budaya, pemuda
dan olahraga;

6. mernoantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan
serta bidang kesejahteraan sosial tcnnasuk mengoordinasikan
bantuan sosial kematian maupun kecelakaan;

7. rnelakukan program kegiatan keagamaan seperti pelajaran oaca
ayat suci Al-Quran (Ian mengaji rutin setiap awal bulan;

8. sostalisasij'edukasi berbagai aspek keagamaan seperti narkoba
dan lainnya;

9. mengaktifkan pengumpulan dana untuk sumbangan
pembangunan masjid dan kegiatan sosial di lingkungan RT/RW
dan kegiatan sostal ini penting untuk kepentingan warga, seperu
pengurusan jenazah.

f. Bidang Keberaihan, Lingkungan Hidup, Kearnanan dan Ketertiban
mempunyai tugas ;
1. mengoordinasikan peJaksanaan kerja bakti sosiaJ yang rnelibatkan

peran warga yang dilaksanakan tiap tiga bulan sekali dengan
sasaran pada halaman rumah warga, bak sampah, gorong-gorong,
taman dan selokanj'kali sekaligus sebagai ajang silaturahmi;

2. melaksanakan perencanaan dan kegiatan unruk membangun
usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perbaikan fasilitasi
warga dan peningkatan sarana keperiuan warga;

3. melakukan kegiatan reboisasi dengan menanam jenis pohon
pelindung dan buah-buahan,

4. mengirnbau warga agar membuang sampah pada tempatnya,
menguburkan barang-barang bekasj'kaleng dan menurup bak
air/ bak sampah;

5. rnelakukan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan
kesadaran masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban
sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;

6. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang
usah a keagamaan RT/RW;

7. mengoordinasikan kegiaten partisipasi rnasyarakat dalam bidang
penanggulangan bencana alam [banjir, kebakaran, gempa bumi
dill;

8. meJaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh Ketua yang
berkaitan dengan tugas bidang ketenteraman dan keamanan i

9. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai bidang
tugasnya: dan

JO.melaksanakan tugaa tertentu yang diberikan oleh Ketua.
(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat IJ) dapat disesuaikan dengan

kebutunan, potensi dan kondisi masyarakat setempat.



(I) Urusan yang menjadi tugas LPM :
a. xenia mempunyai rugas;

I. sebagai Pemimpin dan Penanggung -Jawab LPM;
2, merencanakan dan mengarahkan kegiatan pegabdian kepada

masyarakal sebagai penerapan ilmu pengetabuan, teknologi dan
seni )'ang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, paradigma,
visi, misi untuk mengangkat citra wilayah:

3. rnernfasilitasl sarana dan prasarann pengabdlan kepada
masyarakat yamg rnudah diakses dan dimanfaatkan oleh
masyarakat pengguna;

4. menyusun. melaksanakan dan mengevaluaei berkelanjutan visit
rnisi, tujuan, sasaran dan kebijakan pengabdian kepada
masyarakat:

5. menyusun, rnetaksanakan dan mengevaluasi berkeranlutan
pedoman pclaksanaan pcngabdian kepada masyarakat:

6, meoyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan
program pemngkatan kualitas pemlnnaan, pengembangan dan
jaringan pengabdian kepada masyarakat;

7, menyelenggarakan program kernitraan dan pemberdayoan usaha
kecil dan monongah (UI{MJ;

8. menyelenggarakan pelayanan masyarakat sebagai katalisator
pengembangnn masyarnkat rnadani; dan

9. melaporkan penanggungjawaban pelaksanaan kepada pemerintab
setempat.

b. Sekretaris mernpunyai tugae :
I membantu Ketua dalam menyejenggarakan administrasi dan

pelayanan menjaJankan program kerja LPM;
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BABIX
URUSAN YANG MENJADI TUOAS LPM

Urusan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26, Pasal '27 dan Pasal 28 dapat
disesuaikan dengan keburuhan, potensi dan kondisi masyarakal setempat
dengan berdasar pada ketentuan peraruran perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 29

urusan yang menjadi IUgaS Posyandu adaJah membanru lutah daJam
peningkaton pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan,

Pasal 28

Urusan yang menjad! rugas Karang Taruna adnlah membantu lutah dalam
menanggulangi masalah kesejahteraan sosiaJ da.n pengembangan generasi
muda.

Urusan yang mel'liadi tugas PKK adaJah membantu lurah daJam
melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal '27

BAB vm
URUSAN YANG Me:NJADI TUOAS PKK, KARANa TARUNA DAN POSYANDU

Pasal '26



2. mengoordmasikan dan membina Sumber Oaya Manusia (SOM)
LPM;

3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan LPM;
4. melakukan evalu ....idan pengendaJian kegiatan LPM:
s. menyusun laporan semester dan tahunan kcgiatan LPM;
6. membuat program kerje dalam membantu merealisasikan tugas­

rugas Kerua;
7. rnelaksanakan urusan surar ..menyurat secara intern maupun

eksternal, statlstik laporan kerumahtanggaan dan melaporkan ke
pimpinan secara periodik;

8. menggantikan po.isi ketua saat tidak ada atau berhaJangan:
9. mendokumentasikan, menyelarnatkan dan merahasiakan data­

data dan hal-hal lain yang dianggap penting;
JO.menyusun jadwal program kegiatan peJaksanaan pengabdian

kepada masyarakat dan menyebarkan kepada pihak-pihak terkait;
II. mendokumentasikan dan mengoiah data-data kegiatan LPM daJam

suatu benruk yang dapat dipahami publik;
12. memberikan dan menyiapkan data-data mengenai keJembagaan

saat dibutubkan oleh pimpinan, pengawas dan pihak-pibak yang
berkepentingan secara tepat dan akurat.;

13.membuat jadwal koordinasi, pernblnaan organisasi dan
pengembangan penerapan program !-PM;

14. membuat perencanaan, penyimpanan dan penyelematan data dan
investasi barang dan sumber belajar lembaga !-PM: dan

IS. membuat laporan seuap akhir kegiatan di lembaga LPM kepada
atasan dan plhak-pihak terkait,

c. Bendahara mempunyai rugas :
I. menyetenggarakan administrasi keuangan dan menerima,

menyimpan serta menyerahkan uang/sural berharga dan barang,
2. membantu Ketue dalam menyelenggarakan administrasi keuangan

program kerja LPM; dan
3. menyusun laporan semester dan tahunan kcuangan LPM.

d. Seksi Keagamaan mempunyai tugas :
I. mengcordinasrkan berbagai kegiatan partlslpas! masyarakat

menyangkut usaha-usaha peningkatan kegiatan keagamaan;
2. melakukan penyuluhan ten tang kebersihan pembangunan melalui

bahan dan pintu Ualurj keagamaan;
3. membantu ,su_ksesnya pelaksanaan pembinaan mental agama;
4. melakukan penyuluhan tentang pembudayaan hidup bersib lahir

dan batin;
5. membantu program pembinaan perkawinan sesuai dengan

ketenruan Perundang·undangan yang bcrlaku:
6. mengisi han raya keagamaan secara terarah, menuju kesadaran

tcleransl umat beragama dan peningkatan usaha-usaha
pembangunan khueuenya pernbangunan sarana keagamaan:

7. mengarahkan penggunaan hasil zakat. infak dan sedekab serta
bantuan lain untuk fakir miskin dan keperluan pembangunan
serta menlngkatkan 881'IU1apendidikan sesuai dengan tuntutan
agama;dan

8. melakuka kegiatan lain yang menyangkltt keagamaan.
e. Seksi Organisasi/Politik dan Kemitraan mempunyai tugas :

I. mengbimpun perundang-undangan organisasi lembaga
kemasyarakatan dan menerapkan kedalam bentuk kegiatan dan
mekanisme kerja organisasi:

2. membuat peraturan peraturan organisasl )'ang sesuai dan tidak
bertentangan dengan peraturan yang ada; dan

3. meningkackan kcsadamn masyarakat tcrhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



f. Seksi Ketertiban mempunyai tugas :
1. meningkatkan kesadaran rnasyarakat untuk menciptakarr suatu

kondisi yang aman dan tenterarn,
2. menunjang usaha peningkatan keagamaan swakarsa dengan cara

mendirikan pOS-pOSpenjagaan/ronda, memasang lampu-lampu
penerangan di tempat yang rawan, membentuk kesatuan hansip
dan lain-lain;

3. mengoordinasian kegiatan masyarakat dalam bidang
penanggutangan bencana alam, kegiatan lain-lain: dan

4. meningkatkan kuautas clan kuantitas kearnanan.
g. Seksi SosiaJ Budaya dan Peranan Wanita mempunyai tugas :

L. melaksanakan birnbingan dan pembinaan ten tang peranan wanita
sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan sebagai pendidik
putra-putrinya:

2. memberikan eeramab ten tang wanita karier eli daJam posisinya
tetap sebagai ibu rumah tangga, wakil suami dan pendidik putra­
putrinya di dalarn keluarga;

3. rnengoordinasikan motivasi dan menggerakkan masyarakat
melalui keluarga dalam rangka pelaksanaan to program pokok
PKK dan program-program pemerintah lainnya;

4. menampung asplrasi keluarga dalam rangka pernbangunan:
5. memasyarakatkan makanan sehat terutarna bagi anak balita;
6. meLaksanakan bimbingan dan penyuJuban sosiaJ di lingkungan

roasyerakae:
7. menggalakkan arisan/gotong royong pembuatan rurnah Panti

Jompo dan tidak mampu; dan
8. meLaksanakan penanggulangan masalah sosia! antara Lain anak

terlanrar, penderita cacat fisik menta).
h. Seksi Ekonomi/Pernbangunan dan Lingkungan Hidup mernpunyai

rugas :
J. merencakan, mendorong gerakan perbaikan/rebabilitasi jaJan

atau sarana perhubungan di Kelurahan;
2. rnerencanakan dan rnelaksanakan pembangunan dalam rangka

perbaikan prasaranaj'sarana Kelurahan;
3. melaksanakan dan membangun perbaikan sarana dan prasarana

lainnya serta mengadakan pendataan:
4. menggalakan penumbuhan usaha ekonomi dan lumbung sesuai

dengan peraturan yang berlaku;
5. melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar

seperti kerbau, sapi, an lain ..lain;
6. melaksanakan gerakan penyuluhan untuk kelompok usaha

kcperasi.
7. membantu pelaksanaan program pernugaran perumahan yang

sehat dan bersih;
8. metaksanakan usaha/kegiatan bidang peningkatan keindahan dan

penghijauan lingkungan hidup:
9. membuat dan mengatur pembuangan air limbah dan sampah;
10. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan;
II. melaksanakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup

dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
12. metaksanakan gerakan penghijauan, pembuatan terasiring dan

saluran pengendalian dan penahan.
L Seksi Pendidikan, Pernuda, Olahraga dan Seni mempunyai rugas :

I. membantu usaha pemerintah dalam mencegah dan
menanggulangi kenakajan remaja dengan mengiei waktu luang
untuk pengembangan bakat;

2. membantu pengernbangan karang taruna;



(1) Urusan yang rnenjadi tugas Pokmas :
a. Ketua mempunyai tugas :

1. sebagai Pernimpin dan Penanggung Jawab Pokmas:
2. menunjuk dan memilih pengurus di bawahnya,
3. mengarahkan pengurus dalam melakukan pengerjaan swaketoia

agar berjalan baik;
4. menyusun perencanaan, melakeanakan dan mcngevaluasi

pekerjaan swakelola bersama pengurus sesuai seksi-seksi yang
ada.dan

5. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Carnal
melalui Lurah.

b. Sekretaris mempunyai tugas :
1, memban tu Ketua dalam menyeLenggarakan administrasi dan

pelayanan menjalankan program kerja Pokmas;
2. mengoordinasikan peLaksanaan kegiatan Pokmas;
3. melakukan evaluasi dan pengendaJian kegiatan Pokmas;
4. melaksanakan urusan surat-menyurat secara Intern maupun

eksternal Pokmas;
5. menyusun jadwal program kegiatan pelaksanaan pengerjaan

swakclola; dan
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BABX
URUSAN YANG MENJAOI TUGAS POKMAS

3. menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dan minuman
keras, narkorika, judi dan lainnya dengan menyalurkan mereka
pada kegiatan positlf;

4. melibatkan pernuda semaksimal mungkin pada kegiatan
pembangunan eli Kelurahan;

5. memupuk dan mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap
kebudayaan dan kegiatan rakyat yang terdapat di Kelurahan;

6. membantu meningkatkan kegiatan eli bidaog pendidikan formal
dan non formal di Kelurahan;

7. mernberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Kader
Pemberdayaan Masyarakaf ((PMI di Kelurahan:

8. mernbantu program wajlb belajar dengan memberikan
kursus!pelatihan keteraropaan:

9. rnengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah
ditingkat Sekolah Dasar (SO) dengan jalan memberikan dorongan
dan bimbingan terhadap orang tua murid;

10. membantu secara aktif pemehharaan gedung/madrasah dan lain­
lain yang ada di Kelurahan: dan

11.melaksanakan kegiatan peningkatan pengetabuan dan
keterampilan tcrutama bagi para remaja putus sekolah.

j. Seksi Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas :
1. membantu pengelolaan posyandu dalam upaya melaksanakan

program pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana
(K6), penanggulangan diare dan Imunisaai;

2. metaksanakan gerakan kebereihan tempat mandi, cuci dan MCK;
3. rnelaksanakan pcnyuluhan penggunaaz air bersih untuk

kebutuhan rumah tangga;
4. melaksanakan bimbingen dan penyuluhan gerakan hidup sebat

dan keluarga sehat; dan
5. meningkatkan pengetahuan tentang rnakanan bergizi.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dapat disesuaikan dengan
kebutuhan, potensi dan kendisi masyarakat seternpar.



(I) Dalam hal pengurus LKK belum terbentuk atau telah selesai masa
kepengurusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku, cemat dapat menunjuk pengurus semen tara
dengan masa baku paling lama 6 (enaml bulan.

(2) Pengurus Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diangkat dan
ditetapkan dengan keputusan camat

(3) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sarna dengan pengurua tetap.

Pasal33

OJ Dalarn hal pengurus LKK bcrhcnti sebelum habis masa baktinya,
kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antarwaktu
sampai habis masa baktinya.

(2) Pcngganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
ketentuan sebagai berikut :
a. dalam hal Ketua LKK berhenn, pengganti antarwaktu dijabat rangkap

oteh Sekretaris.
b. dalam hal ketua dan sekretaris LKK berhenti, pengganli antarwaktu

Ketua dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditunjuk rnelalui
rapat pengu rus.

c. daJam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganli anrarwaktu
ditunjuk oleh Kerua L.KK.

(3) Pengganti antarwaktu pengurus LKK ditetapkan secara administratif
dengan Kepurusan Camat,

(41 Pengganti antarwaktu mernpunyai tugas, Iungsi, kewajiban dan hak yang
sama dcngan pengurus tetap.
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BAB XI
PENOOANTI ANTARWAKTU PENOURUS

6. mendokumentasikan dan rnengolah data-data kegiatan Pokmas
dalam suaru benruk yang dapat dipahami publik;

c. Bendahara mernpunyai tugas :
1. menyetenggarakan administrasl keuangan dan menerima,

menyimpan serta menyerahkan uang/surat berharga dan barang;
2. membantu Ketua dalam menyelenggarakan administraai keuangan

program kerja Pokmas; dan
3. menyusun laporan keuangan dan realisasi pekerjaan,

d. Seksi PerencanaanjPerslapan mempunyai tugas :
Menyusun sasaran, rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan rencana
biaya,

e. Sekei Pelaksanaan mempunyai tugas :
Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara
berkala kemajuan kegiatan dan penyerapan anggaran.

f. Seksi Pengawasan mempunyai tugas :
Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik rnaupuo administrasi
swakelola.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] dapat disesuaikan dengan
kebutuhan, potensi dan kondisi masyarakac setempat.

(3) Kepengurusan Pokmas dievaluasi setiap tahun dengan
mernpertimbangkan asas manfaat dan keaktifan kinerja.



Hubungan kerja meliputi :
a. hubungan ketja RT. RW dan LPM dengan lorah bersifat konsultatif,

koordinatif dan kemitraan;
b. hubungan kerja anlRra RT. RW dan LPM dengan LKKlainnya di wilayah

Kelurahan setempat bersifat konsultatif dan koordinatif, ketja sama
saling membantu; dan

c. hubungan kerja RT, RW dan LPM dengan plhak keuga di keluraban
bersifat kernitraan.
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BAB XIV
HUBUNQAN KE:RJA

Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 35
diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat
dipertanggungrawabkan.

PasaJ 36

(I) Sumber dana LKKdapat diperoleh dari :
a. swadaya masyarakat;
b. banruan Pemerintah Pusal, Pemerintah Provmsi dan Pemerintah

Daerah;
c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
d. sumber-sumber lain yang sah.

(2) BantuanPemerintah Daerah sebagaima dimaksud pada ayal (l) huruf b.
adalah :
n, hantuan biaya operasional untuk kelancaran tugas dan fungsi LKK

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
b. bantuan yang bersifat lnsidental untuk kelancaran pelaksanaan

kcgiatan LKK.
(31 Bentuk dan besaran bantuan operasional sebagaimano dimaksud pada

ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Kepurusan Walikota.
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BABXlLl
SUMBER DANA DAN PENOE:LQLAAN KEUANOAN

(I) Rapat LKK merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan
rerringgi.

(2) Rapa! sebagaimana dimak • .,d pada ayat (1) berfungei untuk :
a. memberhentikan pengu rus:
b. menentukan dan rnerumuskan program kerja; dan
c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban penguru s,

(3) Rapat LKK dilaksanakan seeara rutin paling sedikit seuap I [satu] kali
dalam 6 (enam) bulan dan dapat dilaksanakan pad" waktu-waktu
tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(41 Hasil Rapat LKKscbagaimana dimaksud pada ayal (31dituangkan dalam
Berita Acara Rapal dan ddaporkan kepada Carnal melalui Lurah,

PasaJ 34

BAB XII
RAPAT



Walikota melalui Bngian yang melaksanakan Urusan Pernerintahan Umum
dan Camal wejib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan rungs; LKK.

Pasal 39

BABXVI
PEMBINAAN DAN PE:NOAWASAN

(I) Bentuk stempel RTadalah :
a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 em;
b. baris di tengah ditulis RT(misalnya RT01),
c. baris di dalam RT ditulis RW [misalnya RW 0 I);
d. baris dJ atas ditulis nama Kelurahan; dan
c. baris paling bawah ditulis Kecamatan dan Kota Bima.

(2) Beruuk sternpel RW adalab ;
a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 em;
b. baris di tengah ditulis RW (miealnya RW 0 I);
C. bIsr18di atas ditulis nama Kelurahan: dan
d. bana di bawah ditulis Kecamatan dan KOla Bima.

(3) Bentuk sternpelPKKadalah :
8. bentuk butai dengan ukuran diameter 4 em;
b. haria di tengah ditulis Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
e. baris di alas ditulis nama Kelurahan; dan
d. bans paling bawah ditulis kecamatan dan Kota 6ima.

(4) Bentuk stempel Karang Taruna adalah :
a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 em;
b. baris d. tengah ditulis nama karang taruna (mlsalnya Karang Taruna Oi

Macl);
e. baris di alas ditulis nama Kelurahan; dan
d. baris paling bawah ditulis keeamatan dan KOtaBima

(5) 6entuk stempel Posyandu adalah :
8. bentuk butat dengan ukuran diameter 4 em;
b. ba.risdi tengab ditulis nama Posyandu (Posyandu An-Nisa):
c. baris di alas ditulis nama Kelurahan; dan
d. baris paling bawah ditulis kecarnatan dan KOlaBirna.

(6) Bentuk stempel l-PM adalah :
a. bentuk bulat dengan ukuran diameter 4 em;
b. haria di lengab ditulis l-PM (contonnya I,PM Kel. Penatoi);
e. baris di alas ditulis nama kelurahan; dan
d. baris di bawah ditulis Kecamatan dan Kota Bima,

(7) Bentuk stempel Pokmas adalah :
a. Sentuk bulat dengan ukuran diameter 4 em;
b. Baris di lengah ditulis nama Pokmas (misalnya Pokmas Sejahtera);
e. Bans di atas ditutis nama Kelurahan; dan
d. Baris paling bawah ditulis kecamatan dan Kota Bima

(8) Bentuk stempel dan hagan strukrur crganisasi l-KK sebagaimana
tereantu m daJam Latnpiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABXV
BENTVK/UKURAN STEMPEL DAN BAGAN STRUKTVR OROANISASI

Paw 38



Pemilihan Pengurus LKK akan dilaksanakan serentak pada Bulan November
Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengur-us LKK yang telah melaksanakan pemilihan dan ditetapkan eli

Tahun 20201 masa baktinya menyesuaikan dengan target pelaksanaan
pernilihan serentak sampai Tabun 2026;

2. Penyesuaian sebagaimana d.imaksud pada angka L ditetapkan dengan
Keputusan Camat; dan

3. Untuk pemilihan dan penetapan pengurus LKK yang dilaksanakan rnulai
Tahun 2,021 sampai dengan Tahun berikutnya retap disesuaikan masa
baktinya sampai Tahun 2026.

Pasal42

BABXVlD
KETEI'lTUANPERALIHAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1\ dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA)Bagian yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Umum.

(2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (21 dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPAl Kecarnatan.

Pasal 41

BAB XVll
PENOANAAN

(I) Pembinaan dan Pengawasan Bagian yang metaksanakan Urusan
Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. mernbertkan pedoman teknis petaksanaan dan pengembangan LKK;
b. membetikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta

pemberdayaan LKK;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatiban bagi pengurus LKK;dan
d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

(2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 meliputi:
.... memfasllttaei pelaksanaan tugas dan Iungei LKK;
b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. memfasilitasi pelaksanaan pem berdayaan masyarakat;
d. memfasilitasi kerja sama antar-Lkk dan kerja sarna LKK dengan pihak

ketiga;
e. memfasuitaei bantuan teknis dan pendarnpingan kepada LKK;
r. mcmfasilitasi koordtnaei unit kerja pemcrintahan dan pengembangari

LKK; dan
g. memfasilitasi Pelaksanaan Pembentukan, Pernecahan, Penggabungan

dan Pemilihao LKK.
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BERITA DAERAH J(OTA SIMATAHUN 2021 NOMOR .~.3..~.

I

DIundangkan di KOlaBima
pada tanggal 2.. f<~,,":2021
SEKRIITARJS DAERAH KOTA SIMA.

MUHAMMADLUTFI

Ditetapkan di Kota Blma
pada tanggal '1- f'pr •• ,: 2021

~ WALIKOTABIMA,.v'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kala BIma,

Perawran Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan,

Pada saar Peratllran Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikola Birna
NomoT39 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Peraturan Oaerah KOla
BirnaNomor 6 Tabun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.
Rukun Warga dan Lembaga Pernberdayaan Masyarakal [Berita Daerah KOla
Bima Tahun 2014 Nomor 199),dicabu ~dan dinyatakan tidak berlaku,
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BABXIX
KETENTUANPENUTUP
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